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Padatanggal 7 Agustus 1953 Komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Sulawesi Selatan, Abdul
Qahhar Mudzakkar memproklamasikan penggabungan pasukan-pasukan dan daerah yang dikuasainya, ke
dalam Negara Islam Indonesia (NI1) yang berada di bawah pimpinan Imam Kartosuwirjo yang berpusat di
Jawa Barat. Dengan demikian jangkauan pengaruh Kartosuwirjo yang telah memproklamasikan berdirinya
NIX padatanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat bertambah luas. Untuk menopang N X1 yang didirikannya
itu, Kartosuwirjo membentuk Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TXI1), yang digunakan
untuk menentang pemerintah negara Republik Indonesia (RI) yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945
di Jakarta. Perlawanan pemberontakan gerakan DI/TII mampu berlangsung dalam waktu kurang lebih 15
tahun; perlawanan bersenjatanya baru dapat diakhiri padatahun 1965. Gerakan DI/TXI yang digerakkan
oleh Kartosuwirjo yang bertujuan mendirikan NI itu hanya merupakan salah satu dari sekian banyak
peristiwa yang pernah terjadi dalam periode yang sama. Sekadar sebagai contoh, telah terjadi peristiwa
pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PK 1) padatahun 1948 dari pelakunyajelas kelihatan latar
belakang ideologi komunis. Adajuga pemberontakan yang bersifat kesukuan, yaitu gerakan Republik
Maluku Selatan (RMS) yang berkehendak mendirikan negara kesatuan di daerah Maluku Selatan. Krisis
tampaknya masih tetap berlanjut dan salah satu puncak dari krisisitu ialah lahirnya gerakan Pemerintah
Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Gerakan ini kemudian bersekutu dengan gerakan
Pembangunan Semesta (Perznesta), sehingga gerakan yang mereka ciptakan dikenal dengan gabungan nama
. Gerakan PRRI/PERMESTA. Gerakan RM S berlangsung pada 1950-1962, sedang gerakan
PRRI/PERMESTA berlangsung pada tahun 1958-1962.

K etika peristiwa-peristiwa yang disebut di atas berlangsung, sistem pemerintahan dan atau kabinet serta
sistem demokrasi yang dipergunakan untuk menata kehidupan bernegara sebagai bangsa merdeka, memang
tidak dalam keadaan yang cukup baik untuk mendukung jalannya pemerintahan negara. Dalam periode
Perang Kemerdekaan (1945-1949) sistem pemerintahan dan bentuk negara telah mengalami perubahan-
perubahan, dari sistem presidensil ke sistem Kabinet Parlementer untuk kemudian kernbali lagi ke sistem
Kabinet Presidentil yang kemudian berubah lagi menjadi sistem Kabinet Parlementer. Demikian pula bentuk
negara kita; pada awal kemerdekaan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara yang berlaku ketika itu,
UUD 1945, bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Tetapi kemudian, sesuai dengan hasil Konperensi
Meja Bundar (KMB) bentuk negaraitu berubah menjadi bentuk negara federasi. Walaupun usianya sangat
singkat, December 1949-16 Agustus 1950, namun di dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia, kita
pernah memberlakukan bentuk negarafederasi dengan nama: Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sistem demokrasi yang berlaku di dalam periode 20 tahun pertama { 1945-1965) dari kemerdekaan itu juga
telah berubahubah, dari sistem demokrasi liberal yang berlangsung pada tahun 1950-1959 untuk kemudian
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berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Berlakunya sistem demokrasi liberal ditopang oleh UUD.
Sementara 1950 dengan ciri pemerintahan sistem Kabinet Parlementer dan kekuasaan partai-partai politik
amat menentukan jalan pemerintahan waktu itu, di samping juga keliberalan yang dilaksanlah persaingan
antara partai-partai untuk menjadi pemegang pemerintahan negara. Salah satu hal yang nampak dalam
persaingan partai-partai itu ialah tiadanya Kabinet yang berusia panjang dan mampu menjalankan
programnya secara teratur, sebagaimana yang mereka rencanakan. Program partai dari formatur Kabinet
yang menjadi Perdana Menteri sering dianggap |ebih penting, walaupun sudah ada program Kabinet yang
disepakati. Di dalam situasi persaingan antara partai-partal itu berlangsung pula persaingan ideologi di
antara partai-partai pendukung, yaitu antara golongan yang berideologi Pancasila dan Islam.



